SALINAN

AN
BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Pemerintah
Kabupaten Jombang ke 112, perlu diberikan insentif berupa
penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah
dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan
dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi
Pajak dan Retribusi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Penghapusan
Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Terutang Bagi Wajib Pajak Kabupaten
Jombang dalam Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06757);



Menetapkan:

S. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah atau di bayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor
3/D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 15/A, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor
6/A);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG BAGI WAJIB
PAJAK KABUPATEN JOMBANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jombang.

3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.



Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak,pemotong pajak dan pemungut pajak yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi
dan Bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang
terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib
Pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

Maksud penghapusan sanksi administrasi yaitu dalam rangka
memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan
pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi
yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

(1)

(2)

(3)

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
perkotaan bagi Wajib Pajak Kabupaten Jombang, meliputi:

a. Penghapusan sanksi administratif berupa
penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan yang
terutang sebesar 100% (seratus perseratus);

b. Penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada huruf a, tidak menghilangkan
kewajiban pembayaran Pajak yang terutang.

Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang untuk setiap Nomor Objek Pajak
(NOP) di wilayah Kabupaten Jombang.

Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku untuk pembayaran mulai tanggal
21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November
2022.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.
Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 Oktober 2022
BUPATI JOMBANG,

ttd
MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JOMBANG,

ttd
AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 63/E
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